KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
PENGAYDMAN Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0099023 Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. .

Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah B2/4-5

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Perubahan Anggaran Dasar

PT MAHKOTA GROUP Tbk

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris
DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta
dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 07 Maret 2018, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3,
Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4
Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, PT MAHKOTA GROUP Thk, berkedudukan di
KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
PENGAYDMAN Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0099024 Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI.

Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah B2/4-5

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Perubahan Data Perseroan

PT MAHKOTA GROUP Tbk

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris
DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai
perubahan Direksi Dan Komisaris, PT MAHKOTA GROUP Thk, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

it

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032802.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Maret 2018
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005311.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MAHKOTA GROUP Thk

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. sesuai
salinan akta nomor 20 Tanggal 07 Maret 2018 tentang Perubahan Anggaran

Dasar PT MAHKOTA GROUP Tbk tanggal 07 Maret 2018 dengan Nomor

Pendaftaran 4018030712260164 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MAHKOTA GROUP Tbk;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MAHKOTA GROUP Tbk - dengan NPWP
03.060.756.8-112.000 yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai
dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 20 Tanggal 07 Maret
2018 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. yang
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032802.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Maret 2018




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005311.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MAHKOTA GROUP Thk

1. Modal Dasar : Rp. 1.125.900.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 281.475.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Klasifikasi [Jumlah Lembar
“

USLI DIREKTUR UTAMA 0

FUAD HALIMOEN DIREKTUR - - 0

USMAN SARSI DIREKTUR - 7 0

NAGIAN TONI DIREKTUR - = 0
INDEPENDEN

MILY KOMISARIS UTAMA = 100 Rp. 10.000

LILY KOMISARIS % 5 0

HARRY KURNIAWAN KOMISARIS = - 0
INDEPENDEN

PT. MAHKOTA GLOBAL BADAN HUKUM 3 2.814.749.900 Rp. 281.474.990.000

INVESTAMA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032802.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Maret 2018




Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MESi
NOTARIS DI JAKARTA

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS

PT. MAHKOTA GROUP

Nomor : 20. . ;

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Maret dua ribu delapan belas (7-3-2018). ——--
-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -—--
-Hadir dihadapan saya, Dokior IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister
Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh

saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akia ini : -

1. Tuan USLI, izhir di Laidong, pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus -

tujuh puluh satu (4-5-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tingga! di Kota Medan, Jalan Airlangga nomor 19-B, Kelurahan Petisah _—
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 1271190405710001, untuk sementara berada di Jakania, --——---—--—=- -
Tuan FUAD HALIMOEN, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh satu Juli -
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (31-7-1957), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakaria Barat, Taman Cosmos Blok A-11,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedoya Utara, -—-—-

Kecamatan Kebon Jerutk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomer -----------

3173053107570001;

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama dan berturut-turut
bertindak selaku Direkiur Utama dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang
mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseros;n Terbatas --———-—-—-— -
PT. MAHKOTA GROUP, berkedudukan di Kota Medan, dan berkantor pusat di
Jalan Pematang Pasir nomor 27 LK (Hl, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli {(untuk
selanjutnya disebut “Perseroan”), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
yang dibuat dihadapan CIPTO SOENARYO, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,

tertanggal tujuh Januari dua ribu sebelas (7-1-2011), nomor 7, yang telah ---------

‘\ 1




_'-.--.-._.H-_'_F . - . . .
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal delapan

betas Februari dua ribu sebelas (18-2-2011), nomor

AHU-08250.AH.01.01.Tahun 2011,

-bertalian dengan :
--akta yang dibuat cleh EDY, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, tertanggal tujuh
April dua ribu dua belas {(7-4-2012), nomer 48, yang telah memperoleh —---—-—-—-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata datam Surat Keputusannya, tertanggal satu Mei dua ribu
dua belas {1-5-2012), nomor AHU-23324.AH.01.02 Tahun 2012; —--smmrrrosmmeomoes
--akta yang dibuat oleh HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, tertanggal
dua puluh empat Desember dua ribu empat belas (24-12-2014), nomor 138, -----
yang tefah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indoniesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, -----------
tertanggal sembilan Januari dua ribu lima belas (9-1-2015), nomor ----—--—-==----—-
AHU-0000328.AH.01.02. TAHUN 2015 dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasamnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat, tertanggal sembilan Januari dua ribu lima belas -----mmmmeme

(9-1-2015), nomor AHU-0001381.AH.01.03. TAHUN 2015;
-akta yang dibuat oleh HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, tertanggal dua
puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 210, yang —--------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ------—
di datam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua

puluh dua Januari dua ribu enam belas (22-1-2016}, nemor

AHU-AH.01.03-0005690,

--akia-akta yang dibuat dihadapan CIPTG SOENARYOQ, Sarjana Hukum, Notaris

di Medan, tertanggal .

- dua puluh empat Juli dua ribu tujuh belas (24-7-2017}, nomor 21, yang ----—---

T 2



Dr. IRAWAN SQERODJO, SH, MSi
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mahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat —---
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, --—-

tertanggal dua puluh sembilan Juli dua riby tujuh befas (29-7-2017), nomor

AHU-AH.01.03-0157245;

- sepuluh Agustus dua ribu tujuh belas (10—8-2017), nomor 15, yang tefah ----.
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asaéi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, ------
tertanggal lima belas Agustus dua ribu tujuh belas (15-8-2017), nomor —-em---
AHU-0016738.AH.01.02. TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan -----—
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubiik ~------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima belas Agustus

dua ribu tujuk belas (15-8-2017), nomor AHU-AH.01.03-0162644; —eeeeeeeev

—-akta yang dibuat dihadapan PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, pengganti -—
saya, Notaris, tertanggal enam Oktober dua riby tujuh belas (6-10-2017), nomor
28, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,

tertanggal dua puluh enam Oktober dua riby tujuh belas (26-10-2017), nomor -

AHU-AH.01.03-0184676;
--akta yang dibuat dihadapan ViDI ANDITO, Sarfana Hukum, Notaris Jakarta -
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh tujuh
November dua ribu fujuh belas {27-11-2017), nomor 8, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistern -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----—--

Republik Indonesiz, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh ---

satu Desember dua ribu tujuh belas (21-12-2017), nomor

AHU-AH.01.03-0203990;

e




-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat di bawah
tangan, bermeterai cukup, tertanggal satu Maret dua ribu delapan belas ----------

{1-3-2018}, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (unfuk selanjutnya --—--

disebut KEPUTUSAN).

-Para pengbadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu

menerangkan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 -—-----

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 9
Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat
mengambil keputusan yang mengikat di fuar Rapat Umum Pemegang --------
Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara --------—-

menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan, satu

dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN;

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujul cleh para pemegang saham -
yang mewakili 2.814.750.000 {dua miliar delapan ratus empat belas juta -----

tujuh ratus lima pulub ribu) saham, yang merupakan seluruh -------—-----—----

saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; ----vmeeemmms
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para —----—--
penghadap dengan bertindak ¢alam kedudukannya sebagaimana tersebut -—----
di atas, mer_'lerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah -
disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adatah sebagai berikut : ~----—-

l. Menvyetujui rencana Persercan untuk melakukan penawaran umum ------

perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran -
Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa

Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan «--—-----

Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

‘ 1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi Persercan Terbatas -—-

S~ “
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V.

PT. MAHKOTA GROUP Tbk;

Meningkatkan modai dasar Perseroan dari sebesar
Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah} menjadi sebesar —--

Rp. 1.125.900.000.000,00 (satu triiun seratus dua puiuh lima miiar —----

sembilan ratus juta Rupiahy;

Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpananfp?rtepe[ meeen
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang Iakan dikeluarkan
dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat,
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20,00 % {dua puluh koma nol nol —-
persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan-------
setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 703.688.000 -------
(tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) saham ----

baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00

(seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan

Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham ----

Perseroan dicatatkan);
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang -
Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan

haknya untuk membeli terlebih dahuiu atas penawaran atau penjualan

saham baru dalam rangka Penawaran Umum;
Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada -----------
Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi ------------
sebanyak-banyaknya 5,00 % (fima koma no! nel persen) dari seluruh ----
saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui —---—------
Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 35 184400 (tiga puluh
lima juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus) saham, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

T~



] VI,

VII.

\.

peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat

di mana saham-saham Perseroan dicatatkan);
Menyetujui untuk mengefuarkan saham baru yang berasal dari ~--------—--
simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya ------
sebesar 10,00 % (sepuluh koma nol not persen) dari total saham maodal -
ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum untuk program -------
Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan
atau sebanyak-banyaknya 351.843.800 (tiga ratus lima puluh satu juta
delap'an ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus) saham; ----—------—----
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang --
Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan © ----------me----
a. melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran-
atau penjualan saham baru dalam rangka program Pemberian Opsi
Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan tersebut ------

di atas;

! b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi unfuk ----ee--eemem-

menentukan peserta dan persyaratan lainnya atas program -----—------

Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan ~---—------

Karyawan tersebut di atas,

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah diaksanakannya --—---
Penawaran Umum, atas saham-saham yéng ditawarkan dan dijual -------
kepada masyarakat metalui Pasar Modal termasuk pencatatan saham---
dalam program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen
dan Karyawan, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham
Perseroan saat ini, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta
menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam ------—--

Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek ----—--

Indonesia;
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rVIII.

\

Menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ----- -

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan ~----mmmeom—-

memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama

Mmasa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan

keuangan Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan -

Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal satu --

Maret dua ribu delapan belas (1-3-2018), susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur

: Tuan USLI, Iahir di Laidong, pada tanggal -----

empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu (4-5-1971), swasta, Warga Negara «------
ndonesia, bertermpat tinggal di Kota Medan,
Jalan Airlangga nomer 19-B, Kelurahan -—-—
Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----

1271180405710001;

: Tuan FUAD HALIMOEN, lahir di Medan, --—--

pada tanggal tiga puluh satu Juli seribu ~--—--
sembilzn ratus lima puluh tujuh (31-7-1957),
swasta, Warga Negara indonesia, bertempat
tinggal dli Jakarta Barat, Taman Cosmos Blok
A-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
007, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan -—-
Kebon Jeruk, pemegang Kariu Tanda —--—-—--

Penduduk nomor 3173053107570001; ------- -

: Tuan USMAN SARSI, lahir di Leidong, pada -



Direktur (Independen)

u—"-'-‘-”-’.-'_’

tanggal dua Sepiember seribu sembilan ratus
enam pulub sembilan (2-9-1989), swasta, —--
VWarga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang, Jalan Sikas nomor--
43B (Cemara Asri}, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Sampali, --------
Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Kariu

Tanda Penduduk nomor 1207260208690005;

: Tuan NAGIAN TONI, lahir di Medan, pada ----

tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus--
tujuh puluh satu (6-8-1971), swasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -
Pekan Baru, Jalan Sekolah, Kelurahan -----—-
Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

1471050608710021;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

Komisaris

. Nyonya MILY, ighir di Tanjung Leidong, pada-

tanggal empat belas November seribu ---------
sembilan ratus enam puluh empat ----—-eeree---
(14-11-1964), swasta, Warga Negara ------—----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, --
Jalan Berastagi nomor 8, Kelurahan Sidedadi,
Kecamatan Medan Timur, pemegang Karfu --

Tanda Penduduk nomor 1271205411640004;

. Nyonya LILY, lahir di Leidong, pada tanggal---

satu Agustus seribu sembilan ratus enam -----
puluh tujuh (1-8-1967), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -——

I



Dr. IRAWAN SOERODJG, SH, MSi

NOTARIS DT JAKARTA

_

Deli Serdang, Jalan Anggrek nomor 27 -----m-
Komplek Cemara Asri, Kelurahan Sampali, -
Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 1271204108670002;

Komisaris Independen : Tuan HARRY KURNIAWAN, lahir di --e-mm-mmmm-

Surabaya, pada tanggal delapan Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat (8-3-1974), -
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Jakarta Selatan, Vila Pejaten ——-----
Kaveling 01, Kelurahan Pejaten Barat, ------—--
Kecamatan Pasar Minggy, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 3174040803740002:

Memberikan kuasa kepada Direks! Perseroan, dengan hak substitusi,—--

a.

|d.

tidak terbatas :

untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan --------------
sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat -----
melalui Pasar Modal termasuk sabam dalam program Pemberian Opsi -

Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan, termasuk tetapi -

Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan -

Komisaris Perseroan;

Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan ------

persetujuan Dewan Komisaris Persercan;
untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan -—----
saham yang telah dikelvarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek -

Indonesta dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang

berlaku di bidang Pasar Modal,
mendaftarkan/menitipkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif----
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan

hai tersebut;
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X

“Te. halhaliain yang berkaitan;

Memberikan kuasa kepada Direksi Persercan, untuk menyatakan dalam

akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian ---——
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka pelaksanaan
Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan datam program
Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Maqaje;men dan Karyawan,

termasuk menyatakan susunan pemegang sabam Perseroan dalam akla
tersebut, setelah Penawaran Umum selesai maupun dalam pelaksanaan

program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan ---

Karyawan;
Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk -—
menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka --—-—-
Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal -----
sesual dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Iyang -----

berlaku di Pasar Modal;

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk -—------- -
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Persercan {untuk -«—---------

selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi terulis dan --—

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. MAHKOTA GROUP Tbk -----—-
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan --——-
*Perseroan”}, betkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan. ----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, --
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ---———-

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan --

Komisaris, seria dengan mengindahkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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T JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN wmor oo

Pasal 2

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Persercan jaiah :

¢

-Berusaha dalam bidang jasa konsuitasi bisnis dan manajemen, -----

perdagangan, industri, pembangunan, pertanian dan perkebunan, --

pengangkutan darat.
' 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut = -—--—---rr—

i. kegiatan usaha utama :

& Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada «-—-----—

umumnya, terutama ;
-Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi
antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan —----—e-c—
administrasi, usaha pemberian saran dan bantuan -------——

operasional dan dunia bisnis serta kegiatan usaha terkait; -

-Kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan —---
umum, yang meliputi perdagangan hasil industri, vulkanisir,
hasil pertanian, hasil perkebunan, bahan kimiz, aiat-alat --—
teknik, mesin-mesin dan peralatan fainnya yang meliputi -——
perdagangan ekspor impor, antar pulau/daerah serta iokal
dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri
dan hasil produksi perusahaan lain, baik untuk perhitungan
sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain,
serta import segala keperluan dan peralatan, termaguk —---
melakukan perdagangan besar dalam negeri antar ------------

pulauw/daerah serta lokal;
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-Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba,
dan commision house serta kegiatan usaha terkait;, -----------
-Bertindak sebagai distributor, agent dan sebagai perwakilan
dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari ---

dalam maupun [uar negeri,

¢. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pada -

umumnya, yang meliputi antara lain :

-Industri kelapa sawit, baik langsung maupun melalui entitag
anak, meliputi industri pengolahan kelapa sawit, industri -
pengolahan Crude Palm Oil (CPQ)/minyak nabati, minyak
goreng, termasuk kemasannya, dan industri turunannya; ----
-Industri rekayasa teknik, manufacture dan pabrikasi meliputi
pengolahan barang/tahan mentah, bahan baku, bahan -----

setengah jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai; ---------

| ii. kegiatan usaha penunjang :
l a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan -----
konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dan dermaga,
meliputi pembangunan Konstruksi dan renovast gedung, «---
lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, ---------
pengairan (irigasi), lapangan udara, dermaga meliputi -
kegiatan pemasangan tiang pancang)/pipa, kemponen beton

pra cetak, bantalan rel kereta api, produk beton fainnya dan

kegiatan usaha terkait;
-Pemasangan instalasi-instalasi air, listrik, jaringan telepon,
gas dan mesin-mesin {mekanikal) maupun elekirikal; -«-------
-Menjalankan usaha-usaha selaku pengembang yang -----—-
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Konstruksi
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan -------—--

pembangunan, mengerjakan pembebasan, pengurugan, ---

pemerataan/pematangan lahan;
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-Bertindak sebagai pemborong pada umumnya (general -
contractor) yaitu kawasan perumahan (real estate), rumah
susun, kawasan industri (industrial estate), gedung ----—--—.-
perkantoran, apartemen, kondominium, kawasan ----—--—-—-—-

perbelanjaan (mall dan plaza), rumah sakit, rumah ibadah -

dan lain-lain; )

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian dan ----

perkebunan, yang meliputi antara lain

-Agro industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca

panen, pembibitan (nursery),

~Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan --

dan holtikuitura;
-Perkebunan tanaman indusiri antara lain kelapa sawit, kopi,

teh, tembakau, king, tebu, karet serta tanaman perkebunan

industri lainnya;
-Agrobisnis yang mefiputi budidaya dan pengolahan pasca

panen dan/atau perdagangan hasil-hasil pertanian, ------—--

perkebunan;
¢. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan -----
darat, yang meliput! pengangkutan/transportasi ----------m-m---
menggunakan angkutan bis, sedan serta pengangkutan
darat lainnya, juga meliputi pengangkutan barang-barang —
hasil produksi sendirifpihak fain, hasi-hasil pertanian dan
perkebunan dengan memakai container, tracking, trailer, peti
kemas, jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa —--

dan sebagai ekspedisi serta pergudangan dan usaha-usaha

terkait;
I d. Investasi, mempercleh atau melakukan penyertaan saham--
{termasuk turut serta mendirikan suatu perusahaan baru),

baik dengan membeli saham yang telah dikeluarkan atau -
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mengambil bagian atas saham baru pada perusahaan lain
yang akan atau menguasai atau telah memiliki tanah --—--—--
dan/atau bangunan, atau memiliki hak sewa atas tanah -----
dan/atau bangunan, atau memiliki hak untuk membangun --
dan mengoperasikan bangunan di atas suatu bidang tanah

berdasarkan perjanjian dengan pemilik-hak atas tanah; ----—-

e. Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan -------
bidang usaha kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berfakuy. ----------r-amee-

MODAL

Pasal 4

2.

3.

Modal dasar Perseroan berjumiah Rp. 1.125.900.000.000,00 (satu --
triliun seratus dua puluh lima miliar sembitan ratus futa Rupiah), --—-
terbagi atas 11.259.000.000 (sebelas miliar dua ratus lima puluh -

sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal =------

Rp. 100,00 (seratus Rupiah),
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh----—--
sebesar 25 % (dua puluh lima persen}, atau sejumlah 2.814.750.000
(dua miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puiuh -—-
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------—-r----
Rp. 281.475.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat
ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), oleh para pemegang saham. -----
Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara sefain dalam --

bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud,

yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup

disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS?),

mengenai penyetoran tersebut;
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b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh---
penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi --
yang berwenang dan/atau pelaksananya {selanjutnya dalam -

Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK?), dan tidak------

dijaminkan dengan cara apapun juga;

| ¢. memperoleh persetujuan teriebih dahulu dari RUPS, dengan ----

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal;
| d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal--—---—----
dilakukan datam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa

Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar

wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -

saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri,
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atay
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -——-—-
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -

akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa —

pengecualizn.

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan ---------—

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ---

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -—----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga —--
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak ---- -
di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan —-
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ---------—---eeme-s...
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar-—

Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Perseroan dicatatkan.
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| 5. Jika Efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Persercan, -

maka :

a.

Setiap penambahan modal metalui pengeluaran Efek Bersifat ---
Ekuitas {Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh saham antara lain Qbligasi Konversi atay ---
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih
dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Persercan pada tanggal yang --—------
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham ---
yang felah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama pemegang saham masing-masing pada. tanggal «----

tersebut;

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan --
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ------

berlaku di bidang Pasar Mecdal,
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----
tersebut di atas harus mendapat perseiujuan terlebih dahuiu dari
RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----------re-=--e-mev
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----—-

saham-saham Perseroan dicatatkan;
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan
tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -------
Dahulu harus diatokasikan kepada semua pemegang sabam ----

yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ---------
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f.

ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan -
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, ---
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib «----——=--ev-
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing ----------
pemegang saham yang memesan tambahan Efek ?ersifat -------
Ekuitas, satu dan lzin hal dengan memperhatika;n peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di bidang -----

Pasar Modal;
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak--
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
huruf (d) di atas, maka dalam hai terdapat pembeli siaga, Efek --
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak --------
tertentu yang berindak sebagai pembeli siaga dengan harga -
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh ———---

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -—-

di bidang Pasar Modal;
Penambahan medal disetor menjadi efektif setelah terjadinya----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak -
yang sama dengan saham yang mempunyal klasifikasi yang -—-
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -
Perseroan dapat menambah medal tanpa memberikan Hak ——
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -------
sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang
mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahuly, baik
untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk —-—-----
memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu -

memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan -----—--
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o
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berfaku -
di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan ---
modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuly;

h. Setiap penambahan modal melaiui pengeluaran Efek Bersifat -
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut -----
dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas -
apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan -—---—-------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan -

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ----—--—-

dicatatkan mengizinkannya.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Dirgksi ----------
berdasarkan RUPS terdahuiu yang telah menyetujui pehge!uaran -
Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -

beriaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat

di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---------
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --

rangka perubahan moda! dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan medal ditempatkan-

dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari

modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal -

dasar,

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -

| Manusia Republik Indonesia;

¢. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi
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paling sedikit 25% {dua puluh lima persen) dari modal dasar, —--
waijib dilakukan dalam jangka waktu paling fambat 6 {enam) ---—--
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud datam ayat

8 butir b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaim_ang dimaksud --
dalam ayat 8 butir ¢ Pasal ini tidak terpenuhi sebeﬁuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, —----—
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan
xetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, datam-
jangka waktu 2 (dua} bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8

butir ¢ Pasal inj tidak terpenuhi;

I e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir -

a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah —--------

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d ---

Pasal ini.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal ---—-
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%
{dua puluh lima persen) dari medal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang dite_-rbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---—-
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan -----—-------

penambahan modal disetor tersebut.

. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar

penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham -——
yang {elah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan ----

perundang-undangan menentukan lain. Pembetian kembali saham -
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tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal.

SAHAM

Pasal 5

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas

nama.
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau----
tanpa nilai neminal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---

dilakukan sesiai dengan peraturan perundang-undangan dan -------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Perseroan hanya mengakui secrang atau 1 {satu) pihak saja, baik---
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya fercatat -------

sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----

menunjuk secara tertulis secrang di antara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk
atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham
yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semuz hak yang

diberikan oleh hukum yang timbu! atas saham-saham tersebut. -

Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara

dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk ssham ity -

ditangguhkan.
Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara

tertutis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama ifu,
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8.

10.

“’Isgr’sgr;sm berhak memberfakukan pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. -—
Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih ---
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berfaku.-—--
Seluruh saham yang dikeiuarkan oleh Perseroan dapat dijaminkar --

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan --------

mengenai pemberian jaminan saham, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. ---—-------ev
Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran --—--
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah ~——

dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang -

undangan yang berlaku.
Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia,
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan —
yang berlaku di bidang Pasar Medai dan peraturan Bursa Efek ---—--
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, ------e--e-eee-

SURAT SAHAM

Pasal 6

|3_

Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---------—
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----------
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektify, -----------

diterbitkan dalam bentuk konfirmasi pencatatan saham yang -

ditandatangani oleh Direksi.
Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham —-------

yang termasuk dalam penitipan kolektif, sekurang-kurangnya harus
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mencaniurmkan :
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---

atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif yang

bersangkutan;
b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham; -—----—-v-.——

c. Jumlah saham yang tercakup dalam ,kor)ﬁrmasi pencatatan ------

saham;

d. Jumlzah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi ----

pencatatan saham,;

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif ------—.-

dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat --------

ditukarkan antara satu dengan yang lain.

Dalam hal Saham Perseroan tidak masLik dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan --
wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atay -
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya yang terdaftar «--
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

Apabila dikefuarkan surat saham, maka untuk setiap saham dibefi---

sehelai surat saham.

Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ------

2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -~

pemegang saham.

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----------casse

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

¢. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai Nominal saham;
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IS.

g.

10.

/

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --------

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b, Nomor surat kolektif saham:

¢. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham:;

d. Nilai nominal saham; -
e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang beréan;;kutan; ------
. Tanda pengenal sebagaimana akarn ditentukan oleh Direksi. --—
Surat saham dan surat kolektif saham danfatau Obtligasi Konversi ---
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di bidang Pasar --
Madal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan ---—--
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut «----
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -—--——-

dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat

Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan --—----- -

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang beraky —-------

di bidang Pasar Modal.
Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka ---—

kortrak investasi kolektif), sekurang-kurangnya harug -~--~-w————

mencantumkan :
a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan ---

atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan =-—--—-——--

bersangkutan;

b. Tanggal pengeluaran pencatatan saham;

c. .Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan —----

I saham;
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‘v' d. Jumiah nitai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi -—-

| pencatatan saham:

[ e Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan

[ klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan

J antara satu dengan yang lain;

’ f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ------

/ sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ---

dapat dilakukan jika - - .

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah

f pemifik surat saham tersebut: dan

" b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; e

‘ 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah --—--
| memberikan pengganti surat saham dan dibuat berita acara oleh ----
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya, ———-eee

! 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut-—---

dapat difakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adaiah

, pemilik surat saham tersebut:
r b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----m—-we--

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham --—-

tersebut; - -
} ¢ Pihak yang mengajukan permohonan perggantian saham -------
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi ---------

Perseroan: dan

I d  rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -
| diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat betas) hari
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sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus —---------.
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan, —----------e .
Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini --~—---m-----mm-
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku iagi. ---
Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga per!aku bagi ----

pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat

atau konfirmasi tertulis.

------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -

Pasal 8

|2.

Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang sah (Biroc Administrasi ---
Efek yang ditunjuk Direkst wajib mengadakan dan menyimpan -----——-

dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

di tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : ---—--

a. Nama dan alamat para pemegang saham;

b. Jumiah, nomor dan tanggal perclehan saham atau surat kolektif

saham yang dimiliki para pemegang saham;

¢. Jumilzah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang --------—----

IS.

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima ----—---
jaminan fidusia atas saham dan tanggal peroiehan hak gadai
atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ------—--—-
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana-

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan --—-——-

f.  Keterangan lainnya yang dianggap periu oleh Direksi. dan/atau

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -—--
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
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4.

IS,

'6.

8.

itu diperoleh dan perubahan saham dimaksud.
Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah {Biro ---—-
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama ----------eee-—-
pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada
pemegang saham atau pengumuman dar pemanggilan untuk RUPS
adzlah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang -
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. —-----—
Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro ----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha --
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -——---

Khusus.

Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat metlihat ------
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan
diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kefja -----

Kantor Perseroan.

Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham —--
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan ----
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direkiur Utama atau salah
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro ------—-—-
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal di Indonesia.

Setiap pendafiaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham

termasuk pencatatan mengenai suatu penjuatan,
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan -——------
ketentuan Anggaran Dasar ini, dan untuk saham yang terdaftar pada
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan --—-----

perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di bidang Pasar
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Modai serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Perseroan dicatatkan.
‘ 8. Afas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik-
hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi lqerqasarkan bukti

yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai

atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasai 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---——
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -—--
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -------+-c-mnnn-

Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atay —---—---
Perusahaan Efek yang dicatat daiam rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang ---—--
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ~-----
3. Apabila saham datam Penitipan Kolekiif pada Bank Kustodian ----—--
merupakan bhagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ------—-
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik

Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -------

kolektif tersebut.
' 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis --------

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----




I

dimaksud dalam ayat 1 Pasai ini, atau Bank Kustodian sebagaimana

dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Persercan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -------
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
koleklif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas -
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang

ditunjuk Perseroan.

' 8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -------

pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening

efek.

| 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang

sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ---------

dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
I 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----
Kalektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -~---—
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adafah -----
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hi!ang atau musnah

tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau -

musnah.

l 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke daiam Penitipan ----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -

berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan

perkara pidana.
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10.

11.

12.

13.

i 14,

Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --—---
Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau --—-----—---—--

mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham ----

yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan s:_uara dalam -
RUPS adalah pihak yang hamanya tercatat sebagail pemegang ------
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) bari kerja sebefum -—------

pemanggilan RUPS.
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --
rekening efek beserta jumiah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----—--
Perusahaan Efek fersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ------
Penyelesaian untuk selanjulnya diserabkan kepada Perseroan --—--
paling lambat 1 {satu} hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -------

RUPS.

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ------
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa
Dana berbentuk kortrak investasi kelektif dan tidak termasuk dafam
Penitipan Kclektif pada Lembaga Penyimp_anan dan Penyelesaian,
dengan ketentuan bahwa Bank Kustedian tersebut wajib -—---—----—--
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan

RUPS.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak--
iain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ---------
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan --------

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan -——------
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15.

186.

17.

o

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak iain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan

Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, sazham bonus atau hak-hak--
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustogian -
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ------—
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas wakiu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ---—--—---——
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kelekiif ----—
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian —
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang
rekening efek beserta jumizah saham yang dimiliki cleh -------------—--
masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang -
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berbak uniuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 {satu} hari
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -

saham yang berhak untuk memperoieh dividen, saham bonus atau -

hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Koleklif tunduk pada ketentuan -------
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang beriaku «--------
di bidang Pasar Modal serta ketenfuan Bursa Efek di witayah --—-----

Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan --——-

dicatatkan.

[ 30



Dr. IRAWAN SOERODIG, §H, MS;

NOTARIS DI JAKARTA

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —crermmemeccme

Pasal 10

Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -
Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang —
ditunjuk Direksi} dengan cara mencatatkan pemindahan hak #y -

dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkq_tan_ berdasarkan

f
! '

akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama -—--
pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau ----
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan

hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan --—---

dalam Anggaran Dasar.
Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau
yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan -~
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -
di Indonesia harus memenghi peratui'an perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indenesia, ~--rem-—o
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan —--—--
Kolektif dilakukan dengah pemindahbukuan darl rekening efek satu
ke rekening efek yang lain pada Lembaga Pgnyimpanan dan -—------
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. --—--—-—---—--
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua---
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan --
vang berientangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa
akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu-

dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham iu

ditangguhkan,

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar --------
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Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham --
dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi
tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang

anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek

yang ditunjuk Direksi).

6.

Direksi atas kebijaksanqan mereka senq:iiri f‘dan dengan memberikan

atasan untuk itu, dapat menolak untuk rﬁendaftarkan pemindahan -
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
daiam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. --==-——acneee-
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penoiakan
kepada pihzk yang akan memindahkan haknya seiambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran

itu diterima cleh Direksi.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap -
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -----—-
dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan —----e---—-ceew-
perundang-undangan dan peraturan yang berfaku di bidang Pasar

Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana ---

saham-saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ditutup pada hari kerja ---
terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya -----——
pemanggian untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang

saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud, -—---—-—re-

. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham Karena kematian--—

seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang ---—--meeee-
mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya ----———---

sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -----—-
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/

11.

12.

13.

mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai--
pemegang saham darl saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat -—
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukfi hak itu, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Maodal di Indonesia. -- p
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan da[am\Anggaran Dasar
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan —------
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula --

secara mutatis mutandis terhadap setiap peratihan hak menurut ayat

10 Pasa! ini.
Datam hal terjadi perubahan pemitikan atas suatu saham, pemilik----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap ------—
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----
pemilik baru teiah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal —---
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----————-————
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Perserozn dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek ————-----
di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal,
ditakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia ----

serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ---—--——

Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dar] -----w--
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -——--——-

di antaranya diangkat sebagal Direktur Utama, bilamana diperiukan
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| dapat diangkat seorang atau tebih Wakil Direktur Utama, dan yang
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal.

Perseroan wajib memiliki Direktur Independen sesuai dengan ----—--
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ---——-—
. =

di bidang Pasar Modal,

I 2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah Qrang persecrangan ----
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ——---oe-----..-

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Moedal.

’ 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Direks! dilakukan dengan --------—-
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyara{én lgin -
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -~
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka--
waktu terhitung sejak pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS
yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5
{kelima) sejak pengangkatan mereka, yang merupakan 1 (saty) --—-
periode masa jabatan anggota Direksi, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut --—--ememue-
sewaktu-waktu sebelum masa japatannya berakhir, dengan ——---—-
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang ----—--—----—--
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS Quna -----
membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian -—-—
berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan --------—-ee ..
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. —-wnv
l 5 Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat --—----

diangkat kembali oleh RUPS.

6. RUPS dapat mengangkat orang !ain untuk menggantikan anggota--—
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’D(yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya -

berdasarkan ayat 4 Pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan

anggota Direksi lain yang menjabat, dengan memperhatikan --——e---

ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

r 10.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bular_? dan tunjangan-
lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wlewrenang --------
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ---
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, --
yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan —-
dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan ---—--
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajip -----—-----w-s
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan ----------
memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. Masa jabatan seorang
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa --
jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong

tersebut.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembitan puluh} hari sejak -
terjadinya lowengan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ---
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus --—-

oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---------—--

Komisaris.

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum--
masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan

pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan, --—----—-

. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -------

permohanan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 80 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran

diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan difi -------
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| 12.

sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan --~—-—-cocere-
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan
sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ------------
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11

Pasat ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan --------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

| 13

14

Dalam hat anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----------------
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah ----
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ---—--

Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah

anggota Direksi tersebut.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila

a. Meningga! dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -es—w—--

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi-----—--

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----------

perundang-undangan yang beriaku.

ceemeemermeneeeeee TUGAS DAN WEWENANG DIREKS! —cemmem e oo

|2.

Pasal 12
Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas --------—--

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan ----

dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawabnya dengan itikad bafk, penuh tanggung jawad, dan -----------

kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan
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‘lpe{ndang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. --—-m-—eev

! 3. Tugas pokok Direksi adalah : -

’ a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuaj —--

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa -------
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
¢. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran --—--
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan -------
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelurn dimulainya tahun buku yang akan datang, —-------re---
Daiam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ——----
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan —-------—--
berkewajiban melakukan evaiuasi terhadap kinerja komite tersebut
setiap akhir tahun buku Persercan, serta untuk mendukung -~---------
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -————-
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang ---——
untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau

susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung -------

jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Direksi daiam menjalankan tugasnya. Anggota

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan

apabila dapat membuktikan :
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -—-——-—-

tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -------

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
’ C. tidak mempunyal benturan kepentingan baik langsung maupun -

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
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d.

kerugian; dan

telah mengambif tindakan untuk mencegah timbui atau -v-e-------

berfanjutnya kerugian tersebut.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -

a.

Modal di Indonesia.

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :

tentang segala hal dan dalam segaia kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak fain dengan Perseroan, senta -—-----—---
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang --—-----
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar---

meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak

termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam

rangka kegiatan usaha sehari-hari;
mendirikan suatu usaha baru atau turut serta mengambil bagian

saham pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar

negeri;

mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; —-------—--
menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak —---
bergerak milik Perseroan yang nilainya lebih dari 5% (ima
persen) dari jumiah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan
seluruh harta kekayaan Perseroan dan sampai dengan 50%
{lima puluh persen) dari jumiah kekayaan bersih Perseroan atau
merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, dalam 1 (satu)

atau beberapa transaksi dalam 1 (satu) tahun buku, dengan

memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain ------
memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak yang niiainya --

lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah kekayaan bersih -
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f.

—_—

Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan
dan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumiah -
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan sefuruh harta -------
kekayaan Perseroan, dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi ---

dalam 1 {satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan --

ayat 7 Pasal ini;
menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang nliiailnya lebih dari
5% (lima persen) dari jumiah kekayaan bersih Parseroan atau
merupakan seluruh harta kekayaan Persercan dan sampai ~---—
dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih
Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan

dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan

ayat 7 Pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ———

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --—--

peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal.
Untuk menjalankan perbuatan hukum :

a.

b.

mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 -—--
{satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam
1 (satu} transaksi atau beberapa transaksi yang berdirf sendiri

ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu -----

1 (satu) tahun buku; atau
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih
Pergeroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,
baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang -----

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----——--

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan ------

Pasat 23 ayat 1 huruf ¢ Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan
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peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modat.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----------

ini.

memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan

RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --

apabila :

terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -—

anggota Direksi yang bersangkutan;

anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan, ---------—---
anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -«
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6
Anggaran Dasar ini, ferhitung sejak keputusan --------—--—-—-
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---

dengan :

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ~------
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau

2) lampaunya jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada -

Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

| b, Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak -

Anggaran Dasar ini) adalah :

mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketenfuan dalam

anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyat benturan -

| kepentingan dengan Perseroan;
Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi --—------
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

pihak fain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -—---—--
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11.

| 12.

l 13.

14.

anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan.
c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasat ini tidak -------—--
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini, -----
a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota --
Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan;

1 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena--

sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, ----- -

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -

serta mewakili Perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan —---
tertentu berhak puia mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas --—-
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan ----~---

dengan Anggaran Dasar adatah tidak sah.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan-
aleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka

pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditefapkan ---——--

berdasarkan kepuiusan Direksi.
Direksi dalam mengurus danfatau mengelola Perseroan wajib ------ -
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. -----
RAPAT DIREKSI

Pasal 13

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling -

kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat ----
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/Di;;rsama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang -
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertuiis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan -----
tertulis dari 1 {satu) pemegang saham atau lebih yang --------------—-

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian

dari jJumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan -----

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

I3.

|4.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan cieh anggota Direksi yang -—----

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan

Pasal 12 Anggaran Dasar.
Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ---------
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan Iangsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan
telegram, telex, faksimile atau media elektronik lainnya, yang -——-----
ditegaskan dengan surat tercatat, selambat-lambatnya 7 (fujuh) hari
sebeflum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tangga! rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh
anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat,

dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan

panggilan yang lebih pendek.
Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain ~—--o--
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-ha
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.-

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atay --------
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah «-----—--
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau --------
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan

Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di datam wilayah Republik
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6.

|7,

rs.

| 10.

|11,

"m;ia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat

Direksti tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan ----------

mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur ------
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --------
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ------

dipitih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau

diwakifi dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
Searang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya--

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa Yang -----------

diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
Rapat Direksi adaiah sah dan berhak mengambil keputusan yang —-
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dafam rapat

tersebut.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ---—-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 {satu per

dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah

dalam rapat.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka---

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
a. Sefiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)

suara dan tambahan 1 (satu} suara untuk setiap anggota Direksi

lain yang diwakilinya.
b.  Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda fangan, sedangkan pemungutan -----

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara iisan kecuali Ketua
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13.

l 14,

Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan ---—----------

berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
¢. Suara ahstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang --—

sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -—-—-

suara dalam rapat.

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ---
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan
setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan --------
kepada para peserfa Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -——----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat ---
anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi,
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi
dan untuk pihak kefiga mengenai keputusan yang diambil dalam

rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, ---——-

penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----------—--
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ------
Direksi teiah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan ---------
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil --—-
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.------——-
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara -----
rapat yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi

atau melalui sarana media elektronik [ainnya yang memungkinkan
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15.

semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara

langsung seria berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ------

Rapat Direksi.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan

kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan

ditandatangani.
Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam ----------
Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Medal. --—--—--——--

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

i 2.

3.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang —-
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai
Komisaris. Perseroan wajib memiliki Kemisaris Independen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modai.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalzh orang «-——-
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud datam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan ----—--

dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Kamisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu-
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'”@ﬁg seiak pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS yang

mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ----
ke-5 (kelima) setelah pengangkatan mereka, yang merupakan -------
1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya --------
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam
RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian ----
demikian beriaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan ---—------
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut -

dapat diangkat kembafi oleh RUPS.
RUFPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang-

anggoeta Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari ---

abatannya berdasarkan ayat 4 Ppasal ini.

Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ---
dan tunjangan yang besarnya ditentukan cleh RUPS . ——-—-—————-
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
iowong, yakni jumlah anggeota Dewan Komisaris kurang dari jumliah
vang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka wakfu
30 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, waijib
diselenggarakan RUPS untuk mengisi fowongan itu, dengan --------—--
memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. Masa jabatan seorang
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa --

jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah --------

menjadi lowong tersebut.
Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan -------

permehanan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada -------
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10.

11.

| 12

13.

Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ------
permehonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling -----
lambat 90 {sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---
pengunduran dir tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ---------
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang ------

bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam

RUPS tersebut.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----------—-
masyarakat dan menyampaikan kepada QOJK terkait ayat 9 dan 10

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan --------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Datam hai anggota Dewan Komisaris mengundurkan dirt sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang --
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran dir{ --------
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi ———-—- —
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ;| ----—--------—-

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

¢. Diberhentikan berdasarkan RUPS;

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --------------

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
e. Tidak iagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan —-—---

Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -

peraturan perundang-undangan lainnya.

--------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS oo

Pasal 15
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1. Dewan Komisaris bertugas :

l a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas ---------—-—-
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya ------—---
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persercan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; ---------
‘ b. memberikan persetujuan atas rencana k{erja tahunan Perseroan,

selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan

datang;
l c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
| berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; ---------—--r-rmamm
’ d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ~----—-

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan

RUPS;
‘ e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh-
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; ----aen--
| f.  mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, --—---

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----------—-----

pertanggungjawaban, serta kewajaran.
g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan --

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan —--—-
tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris
wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -------
maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di Pasar Modal,
serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -~------—---—-

komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Persercan. ------------

2. Sehubungan fugas Dewan Komisafis sebagaimana yang dimaksud -
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ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : ---~--—nnn---
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan, ----—
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal -
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, ---
segera metaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -—--——--

mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh, ---rwe-emeeeeee

| c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----

setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi --—--—-----

pengelolaan Perseroan.

| d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -—--

RUPS.

| e. Memberikan tanggapan atas lapcoran berkala Direksi dan pada -

setiap wakiu yang diperlukan mengenai perkembangan -—--—----—

Perseroan.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan—-—
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak --—--——
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, —--------
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----
kas (untuk keperluan verifikas) dan lain-lain surat berharga serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang teiah dijalankan oleh
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

|5.

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta banfuan ---—

tenaga ahli dalam melaksanakan fugasnya untuk jangka waktu

terbatas atas beban Perseroan.
Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur ----
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris ------

dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat cleh Dewan ---
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6.

|8.

Komisaris atas beban Persercan.
Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -------
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari ------remeau-
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -~----m-------
perundang-undangan yang berlaku atau Imela[aikan kewajibannya
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, ---------==---—
Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----

kepada yang bhersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan

tersebut.
Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puiuh) hari setelah -
tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajity untuk
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan —-—-—
pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepadé anggota ——-
Direksi yang diberhentikan sementara ifu diberi kesempatan untuk
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS
tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hzal Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan
dipimpin oleh salah secrang anggoeta Dewan Kemisaris lainnya, dan
dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ------—--
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perly ----—--
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang
yang dipilih ¢leh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. ---—
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ------
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----------
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang ---------—----

bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -—--------—----——-
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II/Ambfla seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan

|11,

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ----
untuk sementara Dewan Komisaris melalui anggota Dewan -----—--—
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----
mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara ---

kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan -----—

mereka bersama.

. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan--

RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya

sebagaimana diatur dalarm Anggaran Dasar ini dan peraturan -—--—--

perundang-undangan,
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. ~——-—--

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -———--
secara berkala paling kurang 1 (satu} kali dalam 2 (dua) bulan, dan
mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara —--—
berkala paling kurang 1 {satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan-—
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu
oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 {satu per tiga) bagian dari -
jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari
Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 {satu per
sepuluh) bagian dasi jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang --------

Direksi.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris ditakukan oleh Komisaris ------

51



8.

i

Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak --—--
periu dibuktikan kepada pihak ketiga, Pemanggilan Rapat Dewan —

Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris

lainnya.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan---
Komisaris maupun untuk anggota Direksi di‘sampaikan dengan surat
tercatat atau disampaikan secara iangsulng dengan mendapat tanda
terima yang layak, atau dengan telegram, telex, faksimile atau media
elektronik fainnya, yang ditegaskan dengan surat tercatat, ----------—-
selambat-iambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan fanggal pemanggilan dan tanggal Rapat ----

Dewan Komisaris.

|5_

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara-
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal
yang akan dihicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan ---
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.-
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan--
atau fempat Kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah ------
Republik Indonesia. Apablla semua anggota Dewan Komisaris hadir
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam
wilayah Republik indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh ---—-

Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak ------

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Kemisaris Utama, dalam hzl -
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota

Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota ----
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‘8.

] 10.

[11‘

Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan

Komisaris yang bersangkutan.
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat-------
Dewan Komisaris hanya cleh anggeta Dewan Komisaris lainnya —---

berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan ----

tersebut. : dmmemy
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----------
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per ---

dug) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atay --------

diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -«---—
musyawarah untuk mufakat. Dalam ha! keputusan berdasarkan ------
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1.;’2

{satu per dua) bagian dari Jumiah suara yang sah yang dikefuarkan

dalam rapat.

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua -

Rapat Dewan Koemisaris yang akan menentukan.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris vang hadir berhak -------mwm-mmmv
mengetuarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 {satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -—---——--
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --——
suara mengenai hal-hal lain ditakukan dengan lisan kecuali ------
Ketuz Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada -
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. ---——-
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -

sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan ------

suara dalam rapat.

| 12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
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13.

Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris cleh
seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris ---
dan setelah Risalah Rapat Dewan Kemisaris dibacakan dan ----------
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -------
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisgris dzn disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris, dalalm Hal terdapat anggota -———
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang ditekatkan pada Risalah Rapat --
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai ----------
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila ---

Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak --—-------

disyaratkan.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -—-
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai
usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan -----------
Komisaris memberikan persetujuan mengenal usul yang digjukan
secara tertulis tersebut dengan menandatangani persefujuan -------—
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -------------

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --

dengan sah dalam Rapai Dewan Komisaris.

. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -

dengan cara rapat yang dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling -------
melihat dan mandengar secara langsung serta berpartisipasi datam

Rapat Dewan Komisaris.
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18.

cf'm;n yang diambit dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---—--

Rapat Dewan Komisaris.
Risalah Acara rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis --
dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut -

serta unfuk disetujui dan ditandatangani.

Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur -—---
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan ---—-—-s--———

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ~--—

di Pasar Modal.

.............. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN «ccereeemmaeens

LAPORAN TAHUNAN
Pasat 17

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan -—-
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang

sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan

ditutup.
Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ------—-
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya --
tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut -—---
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, ---

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dar ---------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antacanya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beseria laperan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang teiah

diaudit oleh Akunian Publik yang terdaftar di QJK, serta telah ---------
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5.

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan ----

Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -—---—-------

persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tabunan. Laporan ----—-

tahunan tersebut sudzah tersedia untuk para gemegang saham ----—-

di kantor Perseroan sebelum tanggal RUP3 Tahunan -----—-—---—-—----—-

diselenggarakan, dengar] jangka wakiu sebagaimana ditetapkan ----
. i

oleh peraturan perundang-undangan dar; peraturan yang betlaku ---

di bidang Pasar Modal.

Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menifai Laporan ----
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib —- |

memberikan keterangan yang diperiukan,

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi ----
Persercan dafam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ~----
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan -------—--—---
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal.

----------- - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -e-msmsmsememsmmens

Pasal 18

Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS") dalam Perseroan ---—------

adalah :

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----—-

Anggaran Dasar ini.
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -------—-
disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan -----—ee-—-
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud datam Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS") ---

dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS -------
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{5,

6.

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan ---

lain.

Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --—----
mewakili 1/10 (satu per sepulub) bagian atau lebih dari jumiah -------
seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar ----------------—

diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada --—----

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada--

ayat 3 Pasal ini, harus .

i. dilakukan dengan itikad baik;

it. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ------—--

diputuskan dalam RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar ini.
Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --—-
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -——----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ——-——---
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi, —---
Dafam hai Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ————
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham

dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -

kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham dalam jangka waktu paling {ambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----

sebagaimana dimaksud pada ayat & Pasal ini diterima Dewan  -------

Komisaris.

. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----------—

2
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10.

pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud --

dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisarig ---

wajib mengumumkan :
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasa!l ini; dan ------

ii. alasan tidak diselenggarakannya RU’PS;_
-dalam jangka waktu paling lambat 15 (Iir}ia belas) hari sejak ---------
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; --
-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : ——-----—---—-----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----—----—-

berperedaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang

bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. -
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan -—
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan —--———-----
Perseroan uniuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya ---

RUPS.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ---

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal

ini, wajib :
a melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan --
RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan -

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang
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berfaku di bidang Pasar Modal;
I b. melfakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan ----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggitan, risalah -
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada
OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan -----——
ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; --—----

¢. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham --
serta jumiah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan -—-—---
sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan

diselenggarakan RUPS tersebut.

. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini ---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
pating sedikit & (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan --—----———

penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi

Pasal 19

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 {enam) -

[ bulan setelah tahun buku Perserocan ditutup.

Dalam RUPS Tahunan :

‘ a. Direksi mengajukan laperan tahunan yang telah ditelaah oleh----

Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS --e---
Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus
memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit ---——-
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan --
yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modatl dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana ——--------—
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—

saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-iaporan fain -

serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan —---—---seemeemnee-

perundang-undangan yang berlaku;

b. Laperan tugas pengawasan Dewan Komisaris;

¢. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

d. Ditetapkan pemberian gaji dan remunerasi untuk Direksi dan ----

Dewan Komigaris:

e. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -------

pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik -
yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan ----ce---eeeeeee_.

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -—-

Pasar Modal;
r f.  Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan --------

susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -—------

Perseroan;

l g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ---—--eee—— -

sepagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

| 3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan cleh RUPS ----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para --------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----------
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -—--

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ---------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA «eeeeeeees

Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perflu oleh -
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan
memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
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‘Vﬁés;r:nodar,

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN -——memmormsereas

Pasal 21

RUPS dapat diadakan di :

a. tempat kedudukan Perseroan; atau

H

b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat -

’ kegiatan usaha utama Persereoan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham --

{ Perseroan dicatatkan;

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam --—

wilayah Negara Republik Indonesia.
Perseroan wajib terlebih dahuli menyampaikan pemberitahuan méta
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (iima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----—--
pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara -----
RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan --

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----—

peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal.
Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengurmuman dan---
tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan ----—----
pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang -—-—
saham, paling kurang melalui media sebagai berikut ; ----—-----—rerrmv |

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ------------—-

berperedaran nasional,

b. situs web Bursa Efek; dan

¢. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
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dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang

bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. -

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---

acara RUPS;

¢

¢. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

‘ 4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua-—---
puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak --------r-eeeeeee-
memperhitungkan tanggat pemanggilan dan tanggal RUPS. --weoemv
Ketentuan media pengurmuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaky ——--—-
secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----—-

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : ---—----mm-ememm-

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b.  waktu penyelenggaraan RUPS;

c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --

e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara -

tersebut;

f.  informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS ----

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya --—-

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. ----

5. a Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : --------

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu ---

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedug --—--------

dilangsungkan;
' i. ~Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan--------

RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----

kuorum kehadiran;
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iti. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling -—--—-
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -—-
satu) hari setefah RUPS pertama dilangsungkarn, --——-—---—--—

iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana ----------

dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berfaku untuk --

pemanggilan RUPS kedua..

! b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan : ---------
| i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ----

ditetapkan oleh QJK:

| ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS -——--
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -—--

kehadiran.

I 6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini ~---
tidak menjadi syarat dan datam RUPS tersebut dapat diambil -—-<-x----
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan ---------

dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun -

juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika :

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi cleh —--- -

seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ------

mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumiah

seluruh saham dengan hak suara; dan
| b. Usul fersebut diterima oleh Direksi paling fambat 7 (fujuh) hari---

sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan,

dan

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan

kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan -

mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang
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"i"n;g;n,lj;uhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan -------

' dengan peraturan perundang-undangan.

I 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ---—--

pemegang saham, dengan ketentuan -
a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya --
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, ---

atau jangka waktullebih awal bilan;an’a diatur dan ditetapkan ----

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; - ..

[ b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
/ i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma ---

dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis

oleh pemegang saham: dan/atay

[ il.  salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atay ---....

diunduh melaluf situs web Perseroan. : -

# ¢. Dalam hal mata acara RUPS meéngenai pengangkatan anggota -
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup

calon anggota Direksi dan/atay anggota Dewan Komisaris yang

akan diangkat waijib tersedia - - -
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan --
sampai dengan penyelenggaraan RUPS: atau pada wakiu lain
selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat ----

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan. -
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan--

informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hai

sebagai berikut :
-Dafam hai ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas --......
perubahan tanggai penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS

dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 —--
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asal ini;

-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak ---

berlaku apabila ratat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. ---—-—--——ce—mmue

------------ PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH ---seeeee--

---------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -ememuaremeemeeeee

Pasal 22

2

RUPS dipimpin oleh salah secrang anggota Dewan Komisaris yang-

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atay -—-eesm-
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -

ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak periu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS.

Datam hal anggota Dewan Kemisaris yang ditunjuk oleh Dewan--—-—--
Komisaris mempunyai benfuran kepentingan atas hal yang akan --—
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang

anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ---—

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggeta -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan ---

dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
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mnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. --—--—

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -------
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah
Seorang pemegang saham bukan pengendaii yang dipilih oleh ~-—-—
Mayoritas pemegang saham fainnya yang hadir dalam RUPS. --eeeemv
Mereka yang hadir dalam RUPS harus mgmbuktikan wewenangnya

untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang -—
ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada wakty ~— -
pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan Qntuk saham
yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan —----—

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar---

Modal di Indonesia.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib

dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk ----
dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak ----c—-
disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. ~s-—-maecmceeees
Risalah RUPS tersebut menjadi buktj yang sah terhadap semua ---—
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -
sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada

QJK.

Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informas; : —

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan

l RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada

' saat RUPS;

C. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat

RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang

mempunyai hak suara yang sah;
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’]{datidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan danfatau memberikan pendapat

terkait mata acara RUFPS;
| e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -------—

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jka

pemegang saham diberi kesempatan; —

f.  mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
setuju, dan absiain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata

acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----

pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -------

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait

dengan pembagian dividen tunai.

8. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran------
Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk -----—--—--
pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajit ditakukan

paling lambat 2 {dua} hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. ---

Pasal 23

1. a Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ——---——--
(termasuk RUPS unfuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk

penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modat

dasar}, dilakukan dengan ketentuan :

() RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
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b.

—

hak suara hadir atau diwakif, dan keputusan RUPS adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----

RUPS;

(iiy Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana -
dimaksud pada butir {i} tidak tercapai, maka RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
barhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling
sedikit 1/3 (satu per tiga} bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS kedua;

(i) Dalam ha! kuorum kehadiran pada RUPS kedua --------------
sebagaimana dimaksud pada butir (i} tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -——
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---
acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran

Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ~-

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -
() RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -~
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 {dua per
tiga} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
vang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---

oleh lebih dari 2/3 {(dua per tiga) bagian dari seluruh saham -

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS: «--cooaceeemev.
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1 (i} Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana -
dimaksud pada butir (i} tidak tercapai, maka RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua —-----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/5 (figa per lima) bagian darf jJumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS keduz adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----

RUPS keduag;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----------—--
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh —
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum Keputusan yang -------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ------—----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---
acara mengalihkan kekayaan Persercan yang merupakan lebih-
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih ----- —
Persercan dalam 1 {satu} transaksi atau lebih baik yang ------—-
berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan ----
utang kekayaan Perseroan yang rr;erupakan lebin dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam -
1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilaiihan, -----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan
pailit, perpanjangan jangka wakiu berdirinya Perseroan, dan ----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : e

() RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadini oleh --------
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(i)

(iii)

pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per
empat} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -------
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ---e--mmm--
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana -
dimaksud pada butir (i) tercapai,l mraka RUPS kedua dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang —-
saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) -——---
bagian darl jumliah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 {tiga per empat) bagian dari seluruh -------
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; --
Dalam hal kuerum kehadiran pada RUPS kedua --------—-—---
sebagaimana dimaksud butir (i} tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputuéén jika dihadiri cleh ------—---
pemegang saham dari sahém déngan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -------

ditetapkan oleh ‘0JK atas permohonan Perseroan; ----------—--

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi —-—

_ saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atag —----

saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ; -

()

’ (i

Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib «--v--v--

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat 7 Anggaran Dasar ini;
RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena --
dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---

saham terfentu;
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(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit -
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumiah seluruh saham pada

klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak

tersebut hadir atau diwakili;
{iv} dalam hal kucrum sebagaimana dimaksud pada butir (i} ----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan g:ier)gan mmmmeman
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -—-—-—-
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada Klasifikasi

saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut

hadir atau diwakil;;
(v} keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan
(iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga

per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir

dalam RUPS;

{vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --—-—----------

—rr

sebagaimana dimaksud pada butir (v} di atas tidak tercapal,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ——--
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dibadiri ---
cleh pemegang saham pada Klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -—-------

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh QJK

atas permohonan Persercan;

(vinDalam hal klasifikasi saham yang terkenaz dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu -
tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada ---------
kiasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan ---
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -—---—------

perubahan hak atas saham pada kiasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau----
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orang lain dengan surat kuasa. --
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk --re-ee--
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan —-----e-eeeev
memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan --—-- ...
perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata sertg ------

digjukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

tanggal RUPS yang bersangkutan.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili --------
pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan, ----—-—
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat ----
kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya --------
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggat 1 (satu) hari ---
kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal raiat pemanggiian (jika ada) dengan memperhatikan -----—.--

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaky ---—----

di bidang Pasar Modal.

’ 4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk

mengeluarkan 1 (satu) suara.
l 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -------—-_.
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara

yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---

dalam pemungutan suara.

‘ 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dgilakukan dengan suarg -----

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ~---

lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -—---—--

keberatan dari 1 {satu) atau iebih pemegang saham yang --------.——
N

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuiuh) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. «----eee-—oer..

' 7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ———---

namun tidak mengeluarkan suara {abstain/blanko) dianggap ----------
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|8,

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang mengeluarkan suara.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Daiam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---—-----
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 -

Pasal ini.

Apabila jumtah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan mengenai dini orang akan ditentukan melzalui undian
sedangkan mengenai hal-hat lain maka usul harus dianggap ditolak.

RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyat -—-----—-
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan ----—-----—-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Madal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : --------------;—-
a. pemegang saham yang mempunyai benfuran kepentingan «------
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan -----—

keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen ---

yang tidak mempunyai benturan kepentingan,
b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
independen dan kebutusan adatah sah jika disetujui oleh ---------
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -

yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; —----

¢. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-
9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, -—-
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham --------—----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh sasham dengan hak suara yang sah yang-—-
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10.

| 11.

| 12.

dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah saham yang -----

dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam ---

RUPS kedus;

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-
@ butir ¢ Pasal ini tidak tercapal, m’aké RUPS ketiga dapat -------
diselenggarakan dengan sah danlberhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham -----
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan --—---
pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan --—---

Perseroan,

‘ e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ------—-—--

pemegang saham independen yang mewakili iebih dari 50% ----
{tima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham

independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut. --esessvoree-

Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh-
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di bidang Pasar

Modal. -

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat-
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak

suara menyetujui secara terfulis dengan menandatangani usu! yang

bersangkutan.
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang--
saham beriaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang

kuasa unuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan

suara yang berbeda, kecuali ;

a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang-—-
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mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; --—---

b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang--

dikelofanya.

| 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila ; ~--—--—m--mmx

a.

b.

lc.

saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; —--v—
saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya
secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan ---
yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara —--—--
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; —----
hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan --——————aeee

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -——

Pasar Modal.

’ 14. Setiap usuf yang diajukan oleh para pemegang saham selama ------

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhl

syarat, sebagai berikut :

a.

Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan «—---

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang —--—e--——

bersangkutan; dan
Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----
saham bersama-sama yang memiliki sedikithya 10% (sepuluh

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

dan

Menurut pendapat Direksi usut itu dianggap berhubungary —------

langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---

dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan cleh

RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---- -

menund cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
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l 2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ---------
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam ---
RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu -------—--
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 {satu) saham harus
dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa -------
saham itu terdaftar dalam daftar pemeggnq_saham pada hari kerja --
yang akan ditentukan oleh atau atas we';Nenang dari RUPS dalam --
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran ----
dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib --—----—---——
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ----
dengan ketentuan peraturan yang berfaku di Pasar Modal. -----------
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku-—
yang bersangkutan dari pendapatan bersib seperti tersebut dalam---
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS --—--
Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan
tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris «-----
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan -------—-—-

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4, Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -
iaba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap —-
tidak mendapat faba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku.

Jﬂberdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan-—-
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Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara -
{dividen interim} apabila keadaan keuangan Perseroan -----------------
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara —------
{(dividen interim} tersebut akan diperhitungkan berdasarkan --——-—----
keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di bidang Pasar

Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana —

Laba yang dibagitkan sebagai dividen yang tidak diambil dafarm ----—-
waktu 5 {lima) tahun sejak tangga! yang ditetapkan untuk ---------—-----
pembayaran dividen fampau, dimasukkan ke dalam cadangan ----——
khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil -—
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukii
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi --------
Perseroan. Dividen vang tidak diambil dalam jangka waktu 10 —-—----

{sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran ---

eeemememeeeaeee. PENGGUNAAN DANA CADANGAN ermeememeemeeemrceee

Pasal 25

saham-saham Perseroan dicatatkan.
6.
dividen lampau menjadi milik Perseroan.
1.
2.
cadangan lain.
3.

Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS
seteiah memperhatikan usui Direksi (bilamana ada), dengan ----------
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----———-
Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai -----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -
yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup -----

kerugian yang didetita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari

Apabila jumiah dana cadangan telzh mencapai 20% (dua puluh ------

persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -——---
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kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---—----=-=----=
I 4. Direksl harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan ——----
tersebut memperoleh iaba, dengan cara yang dianggap baik olehnya

dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan --—--

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dang ---—--—-
cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
cumememmmmmncemmen-- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -—------emermoommms

Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan

Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran

Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa

Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, -
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya --
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, —-
serta pengubahan status Persercan dari perseroan tertuiup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau ----

instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
‘ 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri

Hukum danr Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi ----

yang berwenang dan/atau penggantinya.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ------
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan-—-
oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, paling lambat 7 {tujuh) hari sejak tanggal keputusan --------

tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan -------
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peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----------

di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

Pasal 27

2.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangar --
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka ----———--—--
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya -

dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal

23 ayat 1 huruf ¢ Anggaran Dasar ini.
Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang berperedaran nasiona! mengenai ringkasan -~
rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----—-- —
pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -
sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan ---

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----------

di bidang Pasar Modal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -—------
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur --

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaky, khususnya —-

peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDAS!

Pasal 23

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --
vang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -—-—-----

berdasarkan keputusan RUPS sesuzi dengan Pasal 23 ayat 1 huruf

¢ Anggaran Dasar ini.
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka ------
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS -

atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, -
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T maka harus diadakan likuidasi cleh likuidator.

i 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS

atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak -----—-----

menunjuk likuidator [ain.

l 4. Upah bagi para likuidator ditentukan cleh RUPS atau berdasarkan --

penetapan Pengadilan. -

!

| 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara-
mengumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi «------
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan ---------

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----——---

di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ------
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan

diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para

likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang--
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut --------—--—---

perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk —

saham yang mereka miliki masing-masing.

’ 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ---------
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -—---

berlaku di bidang Pasar Modal.

@ hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan
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pe{uatan hukum kecuali diperlukarn untuk membereskan -—------—---

kekayaannya dalam proses likuidasi.

| 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal--

ini meliputi :

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Persercan; ----------—----

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;

¢. Pembayaran kepada para kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan haslil likuidasi kepada RUPS; dan --

e. Tindakan-tindakan {ain yang periu dilakukan dalam pelaksanaan

pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL {DOMISILI)

Pasal 25
Untuk hal-hal yang mengenal Pemegang Saham yang berkaitan dengan
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada -

alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang

dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran ---
Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 --—-——---

Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham «=--—--——---

Perseroan adalah sebagai berikut ;

a. Perseroan Terbatas PT. MAHKOTA GLOBAL INVESTAMA, ——--—---

sejumlah 2.814.749.800 (dua miliar delapan ratus empat belas juta
tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, --------
dengan nilai nominal selurubnya sebesar Rp. 281.474.990.000,00 --

{dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat

juta sembiian ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
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b. Nyonya MILY, sejumiah 100 {seratus) saham, dengan nilai nominal -

seluruhnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah); -—--=--m-----
-sehingga seluruhnya berjumiah 2.814.750.000 (dua miliar delapan ratus
empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nifai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 281.475.000.000,00 (dua ratus delapan puluh

satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -
untuk memindankan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk ------
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan -----
dengan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas, UNtUK © —mmeeremm -
-menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun

seluruh KEPUTUSAN, dalam akta tersendirifterpisah yang dibuat ---------

dihadapan Notaris {(yang bitamana diperiukan untuk
menuangkan/menyatakan kembali KEPUTUSAN dalam satu atau --------

beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris),

-memchon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam --------—--r=-=-
KEPUTUSAN, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperiukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya
pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani ---
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memiib tempat ~-----—

kedudukan;

-melaksanakan tindakan-tindakan lain yang diperiukan. ----—------—-----m-n-

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ------------—--

sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan

tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang

dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari minuta akta ini.
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~"-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami -
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan --
hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para

saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbui.

DEMIKIAN AKTA INI w7

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggat ----
seperti tersebut pada bagian awal ekta ini, dengan dihadiri oleh para saksi | ------

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----

seribu sembilan ratus delapan puluh {26-8-1980), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan -
Kemayeoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;-
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --------
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ——---
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----—------
Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3216066208680009, untuk sementara berada di Jakarta; -

keduanya pegawai pada kantor Notaris.
-Setelah akia ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para

saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan

saya, Notaris.

-Cibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------

1 -Asl akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
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